
 

BUPATI MAMUJU TENGAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MAMUJU TENGAH 

 

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

Ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422); 
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi 

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5397); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

SALINAN 



Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);  

 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 112); 

 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541); 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288); 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 

tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta 

Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

dan Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 794); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

 26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; 

 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor …. Tahun 
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023; 

 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037; 



 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 

2021-2026; 
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 

40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

 32. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 
51 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 51 ); 
   

MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMUJU 

TENGAH TAHUN 2023 
   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

   
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 

Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten 

Mamuju Tengah. 
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA 

adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 



14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Perda. 

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk eriode 1 (satu) 

tahun. 

17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 

yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 

18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, 
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu kegiatan. 

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara 

secara minimal. 

 
BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

 
Pasal 2 

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 

 

Pasal 3 

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026 yang berisi Sasaran 

Pembangunan Pemerintah Daerah. 

 
 

BAB III 

PELAKSANAAN RKPD 
 

Pasal 4 

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memuat hasil evaluasi 
pelaksanaan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun berjalan, 

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas 

Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta 
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk 

Tahun 2023. 

 

Pasal 5 
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan Sistematika 

Penyusuan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan; 
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 



e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

g. Penutup. 

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai: 

a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir 

Renja PD Tahun 2022; dan 
b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS 

Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022. 

(2) Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. 

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 

lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. 
(4) BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD. 

(5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 
1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. 

 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 7 
(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 

tahunan daerah mencakup Renja PD tahun 2022 dan RKPD Kabupaten 

Mamuju Tengah Tahun 2023. 
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan 

setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 8 
(1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan dan hasil Renja PD. 

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan pengendalian dan 
evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk 

tahun berikutnya. 

(3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA paing 

lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan. 

 
Pasal 9 

(1) Kepala BAPPEDA melaksanakan Evaluasi terhadap hasil pengendalian 

dan evaluasi Renja PD. 
(2) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan dan hasil RKPD. 

(3) Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD 

menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya. 
  

 

  



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Mamuju Tengah. 

 

 
Ditetapkan di Tobadak 

pada tanggal, 5 Juli 2022 

BUPATI MAMUJU TENGAH, 
                   ttd 

        ARAS TAMMAUNI 

 
Diundangkan di Tobadak 

pada tanggal, 5 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH 

    ttd 
ASKARY 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

   

 

              SABRY, S.Ag 

    NIP.19720619 200312 1 004 

 


